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BUPATITEBO 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI TEBO 

NOMOR 2 2  TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 30 TAHUN 2024 
TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEBO, 

Menimbang a. bahwa sesuai ketentu.an Pasal 343 ayat ( 1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat 

dilakukan apabila berdasarkan basil evaluasi 

pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukan 

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan, meliputi perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 

Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 

berkenaan dan/ atau keadaan yang menyebabkan 

saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk tahun berjalan; 

b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tebo 

Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Tebo Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 30 Tahun 2024 
tentang Rencana Kerja lnspektorat Daerah 

Kabupaten Tebo Tahun 2025; 
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1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jam.bi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

20 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang--Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12 .  Peratu.ran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

13 .  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Peiaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006­ 

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 
2007 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 

Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3); 

18. Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 12 
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. 

1 .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenldatur 

Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah; 

2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 

tentang Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73); 
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3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 16 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja lnspekto:rat Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 16); 

4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 26 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Pe:raturan Bupati Tebo 
Nomor 1 1  Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo 
Tahun 2024. 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 

30 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 

2025. 

Pasal 1 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 30 Tahun 2024 
tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025, 

diubah sebagai beriku t: 

1 .  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

( 1 )  Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 

di susun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 

2025 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT 

DAERAH 

BABIV PENUTUP 

(2) Penjabaran Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo 

Tahun 2025 tercantu.m dalam Naskah Renja Inspektorat Daerah 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

( 1) Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 

berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025 

dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspekto:rat Daerah 
sampai dengan triwulan I tahun 2025. 

(2) Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupten Tebo Tahun 2025 
sebagaimana dimaksud da1am ayat (1) memuat analisis gambaran 
pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo, rencana kerja dan 

pendanaannya. 
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(3) Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud: 

a. Untuk memberikan pedoman perubaban indikator kinerja 

kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target 

keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan 

dan kerangka pendanaan program/kegiatan/ subkegiatan 

berdasarkan peraturan kepala Daerah tentang Perubahan RKPD 

Tahun 2025; 

b. Untuk memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan 
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo sampai dengan 
triwulan I tahun 2025; dan 

c. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo da1am 

menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tebo 
Anggaran 2025. 

3. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 5  

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo digunakan 

sebagai bahan pembahasan KUPA-PPAS dengan DPRD dan bahan 
dalam pembahasan perubahan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten 
Tebo dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD 
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal, t q -  7 -  2025 

BO, 

y-° 
[ 

UBIYANTO 

Diundangkan di Muara Tebo, 
pada tanggal, 1 -  -  2025 

S DAERAH KABUPATEN TEBO, 

} 
SINDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO 
TAHUN 2025 NOMOR 2 2  

TELAH DITEL KE A N  aA  

rat. )uu 2025 

- 
4 .  


